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Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana cara Laos pada masa pasca sosialis menggabungkan Buddhisme Theravada dengan ideologi Marxisme Leninisme untuk mempertahankan kekuasaan politik negara. Melalui studi pustaka dengan menganalisis dokumen resmi, kebijakan negara, jurnal-jurnal dan buku-buku terkait yang tersedia, serta cara bagaimana agama dihadirkan dalam simbol kebangsaan, penelitian ini mencoba memahami bagaimana Laos menjaga legitimasi kekuasaannya. Ideologi Marxisme Leninisme akan menjadi panduan teori dalam penelitian ini, karena teori ini menjadi Bahasa politik Laos. Konsep legitimasi kekuasaan oleh Max Weber (1947) juga digunakan untuk membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dapat bertahan melalui kombinasi antara otoritas politik, simbol budaya, dan nilai-nilai religius yang diakui oleh masyarakat.  Dari proses analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengandalkan Buddhisme Theravada sebagai identitas dan dasar moral bagi stabilitas sosial.
Kata Kunci: Laos; buddhisme theravada; marxisme-leninisme; legitimasi politik; Laos pasca-sosialis.

Abstract
This article examines how post-socialist Laos combined Theravada Buddhism with Marxism-Leninism to maintain political power. Through a literature review of official documents, state policies, available journals and books, and the ways in which religion was presented in national symbols, this study attempts to understand how Laos maintained the legitimacy of its power by employing two seemingly different, yet nearly identical, ideologies. Marxism-Leninism will serve as the theoretical guideline for this study, as it serves as the political language of Laos. The analysis concludes that the government relies on Theravada Buddhism as its identity and moral basis for social stability. However, this does not eliminate the role of religious communities. These communities continue to exist by adapting religious teachings and practices to the state system.
Keywords: Laos; theravada buddhism; marxism-leninism; political legitimacy; post-socialist Laos.

Pendahuluan 
Laos sering digambarkan sebagai negara kecil di tengah Asia Tenggara yang tidak punya akses laut dan berada di tengah-tengah banyak negara, seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Mayoritas penduduknya adalah etnis Lao yang secara budaya sangat dekat dengan masyarakat Thailand.[footnoteRef:1] Dalam kondisi geografis yang bisa dikatakan “terisolasi” serta perkembangan ekonomi yang lambat, Buddhisme Theravada sejak lama berfungsi sebagai sumber nilai, kohesi sosial, dan identitas bersama. Ajaran ini tidak hanya membentuk praktik keagamaan sehari-hari, tetapi juga menghubungkan komunitas etnis di wilayah pegunungan melalui jaringan wat (kuil) dan Sangha yang terlibat langsung dalam aktivitas sosial masyarakat (Reat, 1994). [1:  Buddhist Studies: Theravada - Buddhism in Laos. (n.d.). Buddhanet.Net. Retrieved December 9, 2025, from https://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/laos-txt/  
] 

Pengaruh Buddhisme di Laos sendiri dapat dilihat sejak abad ke-14 ketika Fa Ngum, pendiri kerajaan pertama, membawa tradisi Theravada dari Angkor. Ia menjadikan agama ini dasar moral kerajaan dan menghadirkan patung suci Phra Bang sebagai simbol pelindung sekaligus legitimasi politik. Para penguasa berikutnya, seperti Raja Visun dan Setthathirat, memperkuat posisi Buddhisme dengan membangun berbagai kuil besar dan menempatkan agama sebagai pusat budaya dan politik. Dalam periode-periode ketika Laos menghadapi tekanan dari Thailand, Burma, maupun Vietnam, Buddhisme bahkan berfungsi sebagai benteng identitas nasional (Reat, 1994).
Ketika Pathet Lao mengambil alih kekuasaan pada 1975 dan membentuk Republik Demokratik Rakyat Laos, pemerintahan satu partai di bawah LPRP mengonsolidasikan kontrol negara sambil tetap mempertahankan peran agama (Stuart-Fox, 1983). Berbeda dari komunisme yang secara doktrinal bersifat ateis, sosialisme Laos lebih dekat dengan model Marxisme–Leninisme Vietnam yang tidak menolak agama secara frontal. Hubungan negara dan institusi keagamaan pun tidak bersifat konflik, melainkan instrumental: Sangha ditempatkan sebagai agen legitimasi yang mengikuti seminar politik dan menyesuaikan ajaran Buddha dengan narasi sosialisme untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap rezim (Gutter, 2020).
Namun, kebijakan ekonomi radikal seperti koperativisasi (1975–1979) memicu krisis dan perlawanan, sehingga pemerintah melonggarkan kontrol melalui Seventh Resolution tahun 1979.[footnoteRef:2] Sejak 1990-an Laos bertransisi ke ekonomi pasar, tetapi tetap mempertahankan sistem politik komunis—sebuah karakter post-sosialis: ekonomi kapitalistik, namun simbol dan kekuasaan politik tetap sosialistik (Gutter, 2020). [2:  Resolusi Ketujuh atau Sevent Resolution (26 Desember 1979) merupakan perubahan kebijakan ekonomi Laos yang dikeluarkan setelah program koperativisasi pertanian yang dipaksakan pemerintah memicu penolakan luas akibat hilangnya kendali petani atas lahan, rendahnya hasil panen, serta pembatasan mobilitas dan perdagangan. Krisis pangan dan aksi protes mendorong pemerintah melonggarkan kontrol ekonomi dan memberi ruang lebih besar bagi praktik ekonomi serta budaya lokal. Lebih lanjut lihat di Stuart-Fox, M. (1983). Marxism and Theravada Buddhism: The Legitimation of Political Authority in Laos. Pacific Affairs, 56(3), 428. https://doi.org/10.2307/2758191] 

Di titik inilah muncul paradoks. Walaupun konstitusi mengakui kebebasan beragama dan keberagaman etnis, praktik politik justru menonjolkan Buddhisme Theravada sebagai identitas nasional utama. Minoritas seperti Kristen dan penganut animisme kerap dianggap tidak sepenuhnya “Laos” atau bahkan tidak modern, sehingga menghadapi pembatasan dalam menjalankan keyakinan (Klejnowski-Różycki et al., 2025). Karena itu, terdapat kontradiksi mendasar dalam politik agama di Laos: negara menyatakan diri pluralis, tetapi tetap melakukan homogenisasi budaya demi stabilitas dan legitimasi. Penelitian ini kemudian memeriksa bagaimana Buddhisme dan Marxisme-Leninisme diselaraskan untuk menopang otoritas politik dalam konteks Laos pasca-sosialis.
Studi-studi tentang Laos menunjukkan bahwa agama, khususnya Buddhisme Theravada, selalu punya kaitan erat dengan politik. Gutter (2020)[footnoteRef:3]  bahkan menyebut bahwa “Partai Revolusioner Rakyat Lao tidak mengikuti model komunis yang mendorong sekularisme.” Setelah 1975, alih-alih menjauh dari agama, pemerintah justru merangkul Buddhisme sebagai sumber legitimasi politik. Meski LPRP secara formal adalah partai komunis, simbol-simbol Buddhis sudah lama dipakai untuk memperkuat identitas nasional dan menjaga stabilitas negara. Hal ini sejalan dengan Stuart-Fox (2009)[footnoteRef:4]  yang menekankan bahwa masyarakat Laos cenderung memahami kekuasaan, kepatuhan, dan otoritas lewat nilai-nilai keagamaan. Di titik ini, para elit politik dapat memakai ajaran moral untuk memperkuat posisi mereka, dengan dalih bahwa hal itu demi kebaikan bersama. [3:  Gutter, P. (2020). VI Laos: Symbiosis of communist politics and Buddhist culture? Essays in Development Studies, 67–77.]  [4:  Stuart-Fox, M. (2009). Political Culture and Power in the Lao People’s Democratic Republic. 아세아연구, 52(4), 222–254.] 

Namun penggunaan agama seperti ini juga menciptakan standar nasional tertentu yang dianggap “ideal.” Bouté (2021)[footnoteRef:5] menjelaskan bahwa pemerintah sering menjadikan budaya Lao-Tai sebagai contoh identitas bangsa. Implikasinya, praktik keagamaan minoritas, seperti animisme atau sebagian komunitas Kristen, kerap dipandang tidak masuk akal, tidak modern, atau dinilai menghambat harmoni. Di sinilah muncul kontradiksi: praktik politik negara secara tidak langsung membangun hierarki agama dengan menempatkan Buddhisme di posisi paling atas, sementara konstitusi justru bicara tentang pengakuan dan kebebasan beragama.  [5:  Bouté, V. (2021). Religious Changes, Ethnic Minorities and the State in Laos. Taiwan Journal of Southeast Asian Studies, 16(2), 79–110. https://hal.science/hal-03522342] 

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kelompok-kelompok minoritas tidak tinggal diam. Klejnowski-Różycki, Sękowski, dan Cudzińska (2025) menemukan bahwa komunitas Kristen mengembangkan berbagai cara untuk bertahan. Karena sering distigma sebagai kelompok “asing,” mereka merespons dengan menguatkan praktik spiritual seperti teologi kemartiran, sekaligus melakukan dialog dan penyesuaian dengan elemen-elemen Buddhis. Strategi ini dipakai agar keberadaan mereka lebih diterima dan dipahami oleh mayoritas.
Secara keseluruhan, berbagai studi ini memperlihatkan bahwa agama adalah arena politik yang sangat aktif di Laos. Negara menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaan, sementara komunitas keagamaan berusaha menjaga ruang hidup mereka. Meski begitu, ada satu celah penting dalam penelitian sebelumnya: hingga kini belum ada studi yang secara menyeluruh menjelaskan bagaimana Buddhisme Theravada dan Marxisme-Leninisme dipadukan sebagai dasar legitimasi negara pasca-sosialis. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk menjelaskan relasi antara agama dan politik budaya di Laos pasca-sosialis. Penelitian berfokus pada bagaimana negara menghasilkan legitimasi dengan menggabungkan simbol dan nilai Buddhisme Theravada dengan ideologi Marxisme-Leninisme. 
Sumber data diperoleh sepenuhnya dari literatur tertulis berupa artikel jurnal, buku akademik, laporan riset, serta publikasi institusi internasional yang relevan dan kredibel. Karena bersifat studi pustaka, penelitian ini tidak melibatkan informan lapangan, melainkan mengandalkan temuan akademik yang telah dipublikasikan dalam menggambarkan dinamika hubungan agama–negara di Laos.
Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema utama seperti sakralisasi negara melalui Buddhisme dan pembatasan agama minoritas. Pendekatan analisis wacana politik digunakan untuk membaca bagaimana narasi “tradisi Buddha” dilegitimasi sebagai identitas nasional yang wajib dipatuhi, sementara praktik keagamaan lain sering dipersepsikan sebagai ancaman stabilitas. Melalui tahap ini, penelitian berupaya menunjukkan bagaimana negara Laos menggunakan agama tidak hanya sebagai warisan kultural, tetapi sebagai instrumen strategis dalam memelihara hegemoni politik.

Hasil dan Pembahasan
a. Buddhisme sebagai Pilar Identitas Nasional Laos
	Buddhisme punya peran yang sangat besar dalam membentuk identitas nasional Laos. Pertama, agama ini dipakai negara sebagai simbol persatuan dan legitimasi etnis Lao-Tai (Christie, 1979). Sejak zaman Fa Ngum di abad ke-14, biksu-biksu Theravada dari istana Khmer sudah dilibatkan dalam pemerintahan sebagai penasihat penting (Tan, 2009). Patung suci Phra Bang juga jadi simbol politik dan budaya yang mengikat masyarakat Lao di sepanjang Sungai Mekong. Jadi, lewat kuil, biksu, dan ajaran-ajarannya, Buddhisme membantu memperkuat rasa kebersamaan dan identitas etnis Lao, sekaligus membedakan budaya “lowland riverine” masyarakat Lao dari kelompok minoritas yang tinggal di daerah perbukitan. 
Kedua, setelah era Pathet Lao, negara melakukan reformasi terhadap sangha untuk memastikan ordo monastik sejalan dengan kebijakan partai. Pada masa Perang Indochina, ketika pengaruh Amerika melemahkan elit konservatif, Pathet Lao memanfaatkan Buddhisme untuk menampilkan diri sebagai gerakan nasionalis. Mereka menonjolkan kedekatan dengan sangha dan monarki sebagai simbol identitas Lao-Tai, sambil memastikan para biksu mengikuti garis politik partai (Christie, 1979). Dengan begitu, agama tidak hanya jadi simbol kebudayaan, tapi juga alat politik dan sosial.
Ketiga, nilai-nilai Buddhis diselaraskan dengan ideologi sosialisme. Meskipun Laos adalah negara komunis, pemerintah tetap memberikan prioritas pada Buddhisme dan memasukkan nilai-nilai moralnya ke dalam kehidupan publik (Pratama, 2022). Ajaran seperti disiplin, etika kolektif, dan loyalitas kemudian ditautkan dengan proyek sosialisme dan perjuangan nasional. Akhirnya, Buddhisme tidak hanya dilihat sebagai agama, tapi juga sebagai kerangka moral dan ideologis yang mendukung stabilitas politik.

b. Marxisme-Leninisme sebagai Dasar Ideologi Politik
	Marxisme-Leninisme masih menjadi dasar ideologi politik di Laos melalui kepemimpinan LPRP, meskipun kondisi sosial-ekonomi negara itu sudah banyak berubah. Pada awalnya, pengaruh Marxisme-Leninisme di Laos sebenarnya sangat kecil. Pada 1930-an, anggota Partai Komunis Indocina (ICP) di wilayah Laos bahkan didominasi oleh orang Vietnam, bukan orang Laos sendiri. Baru setelah 1945, Viet Minh mulai mendorong keterlibatan orang Laos dalam gerakan dan pemikiran komunis, terutama selama perjuangan melawan kolonial Prancis.
Di tahun 1950-an, Pathet Lao mulai kelihatan sebagai kelompok kiri yang sekaligus mengusung semangat nasionalis. Memasuki tahun 1960-an, dukungan ke mereka makin besar, bukan karena rakyat tiba-tiba jadi paham teori komunis, tapi lebih karena pemerintah kerajaan waktu itu dianggap korup, pro kepada Amerika, dan gagal mengurus rakyatnya. Di sisi lain, banyak petani Buddha mendekati komunisme bukan karena mereka baca teori Marx, tapi karena situasi perang dan hancurnya desa-desa akibat serangan udara Amerika. Dalam kondisi seperti ini, gerakan komunis terlihat sebagai opsi satu-satunya masuk akal (Gutter, 2020).
Setelah 1975, ketika Pathet Lao berkuasa, pemerintah harus mencari cara untuk “menyatukan” komunisme dengan kenyataan bahwa mayoritas rakyat menganut Buddhisme. Mereka tidak memilih pendekatan ateistik seperti Uni Soviet, tetapi menggunakan strategi pengawasan dan penyesuaian. Negara tetap menjaga kontrol terhadap agama, namun pada saat yang sama memanfaatkan simbol-simbol Buddhis sebagai sumber stabilitas dan identitas nasional, termasuk penggabungan ikon Buddha dengan simbol politik dalam lambang negara dan retorika resmi partai.
Pada era 1990-an, Laos memasuki fase post-socialism: ekonominya semakin kapitalistik, tetapi simbol, narasi politik, dan bahasa ideologinya tetap sosialistik. Pemerintah kemudian mempertahankan simbol-simbol sosialisme terutama buat ngejaga kontrol politik dan menolak tekanan supaya mereka membuka ruang demokrasi. Jadi, bentuk komunisme di Laos memang beda dari versi Marx yang idealis dan revolusioner itu. Ideologi mereka cenderung pragmatis, sangat condong ke kondisi lokal, dan jalurnya mengikuti model Vietnam yang berbicara soal collective mastery dan program “three revolutions” untuk pembangunan nasional (Gutter, 2020). 
Politik Kontrol terhadap Agama Minoritas
Di Laos, pemerintah komunis cenderung curiga sama agama-agama kecil atau minoritas, terutama Kristen. Dari kacamata negara, Kristen masih sering dianggap sebagai “agama orang Barat” yang dulu datang lewat misi kolonial, punya jaringan internasional, dan dianggap bisa jadi pintu masuk pengaruh asing (Maha, 2005).  Sikap ini jelas 360 derajat bedanya dengan perlakuan negara terhadap Buddhisme, yang justru dijadikan mitra politik dan dipakai sebagai simbol identitas budaya nasional (Evans, 1998; Stuart-Fox, 1983).
Karena itu, komunitas Kristen sering diawasi secara ketat. Pembatasan ibadah, izin yang sangat sulit, sampai kasus penahanan dan relokasi paksa, semuanya muncul dengan alasan bahwa kegiatan gereja bisa “mengganggu persatuan sosial” atau bikin warga terlalu terhubung dengan pihak luar (Maha Khampheuy, 2005). Agama minoritas lain seperti animisme dan kultus roh juga kena imbasnya, sering dicap sebagai “takhayul” dan dianggap tidak cocok dengan citra negara modern yang ingin dibangun (Bouté, 2018; Goudineau, 1997).
Di tengah tekanan itu, komunitas Kristen mencoba bertahan lewat berbagai cara: memakai bahasa kemartiran, melakukan inkulturasi atau penyesuaian agar praktiknya lebih nyambung dengan budaya lokal, atau lewat dialog lintas agama supaya kehadiran mereka tidak dianggap ancaman (Evans, 2002; Klejnowski-Różycki et al., 2025). Sementara itu, negara justru mengemas ulang ritual etnis: aspek spiritualnya dipangkas, tapi bagian visual-budayanya dipakai sebagai “dekorasi” identitas nasional (Goudineau, 2015). Pola keseluruhannya kelihatan jelas: negara berusaha mengatur ketat agama-agama kecil, sambil menempatkan Buddhisme dan budaya Lao-Tai sebagai fondasi utama persatuan nasional (Evans, 1998).

c. Buddhisme, Sosialisme, dan Politik Pengelolaan Keragaman Agama di Laos
1)  Politik Kontrol terhadap Agama Minoritas
Di Laos, pemerintah komunis cenderung curiga sama agama-agama kecil atau minoritas, terutama Kristen. Dari kacamata negara, Kristen masih sering dianggap sebagai “agama orang Barat” yang dulu datang lewat misi kolonial, punya jaringan internasional, dan dianggap bisa jadi pintu masuk pengaruh asing (Maha, 2005).  Sikap ini jelas 360 derajat bedanya dengan perlakuan negara terhadap Buddhisme, yang justru dijadikan mitra politik dan dipakai sebagai simbol identitas budaya nasional (Evans, 1998; Stuart-Fox, 1983).
Karena itu, komunitas Kristen sering diawasi secara ketat. Pembatasan ibadah, izin yang sangat sulit, sampai kasus penahanan dan relokasi paksa, semuanya muncul dengan alasan bahwa kegiatan gereja bisa “mengganggu persatuan sosial” atau bikin warga terlalu terhubung dengan pihak luar (Maha Khampheuy, 2005). Agama minoritas lain seperti animisme dan kultus roh juga kena imbasnya, sering dicap sebagai “takhayul” dan dianggap tidak cocok dengan citra negara modern yang ingin dibangun (Bouté, 2018; Goudineau, 1997).
Di tengah tekanan itu, komunitas Kristen mencoba bertahan lewat berbagai cara: memakai bahasa kemartiran, melakukan inkulturasi atau penyesuaian agar praktiknya lebih nyambung dengan budaya lokal, atau lewat dialog lintas agama supaya kehadiran mereka tidak dianggap ancaman (Evans, 2002; Klejnowski-Różycki et al., 2025). Sementara itu, negara justru mengemas ulang ritual etnis: aspek spiritualnya dipangkas, tapi bagian visual-budayanya dipakai sebagai “dekorasi” identitas nasional (Goudineau, 2015). Pola keseluruhannya kelihatan jelas: negara berusaha mengatur ketat agama-agama kecil, sambil menempatkan Buddhisme dan budaya Lao-Tai sebagai fondasi utama persatuan nasional (Evans, 1998).
2) Sinergi Strategis antara Buddhisme dan Ideologi Sosialis
Awalnya, menyatukan Buddhisme dan Marxisme memang kelihatan aneh. Marx sendiri pernah bilang kalau agama itu seperti “opium” bagi rakyat, karena dianggap bikin orang pasrah dan tidak ingin melawan ketidakadilan (Marx et al., 1993). Tapi di Laos, Partai Rakyat Revolusioner Laos (LPRP) justru melihat bahwa dua ajaran ini bisa bekerja sama. Menurut mereka, perbedaannya cuma soal fokus: Marxisme bicara soal membangun masyarakat yang adil, sementara Buddhisme bicara soal ketenangan batin dan kesejahteraan pribadi (Gutter, 2020). Meski begitu, keduanya sama-sama membahas penderitaan manusia, hanya dengan bahasa yang berbeda.
Setelah LPRP berkuasa pada 1975, mereka mulai mengarahkan Sangha supaya mendukung proyek sosial-sosialis. Biksu yang dulu lebih bebas dalam mengajar, pelan-pelan diarahkan untuk memakai istilah yang cocok dengan pesan revolusi. Contohnya, istilah “meditative mindfulness” diganti jadi “revolutionary watchfulness” supaya terdengar lebih selaras dengan politik negara (Baird, 2012). Dengan cara ini, nilai-nilai Buddhisme bisa dipakai untuk memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, baik secara moral maupun politik (Stuart-Fox, 2011).
Kerja sama antara Buddhisme dan sosialisme ini akhirnya membentuk identitas nasional Laos. Buddhisme tetap jadi dasar budaya masyarakat, sementara sosialisme dijadikan kerangka untuk pembangunan dan modernisasi negara (Stuart-Fox, 1983). Pergeseran partai dari Marxisme murni ke nasionalisme Lao menunjukkan bahwa agama dipakai bukan sebagai lawan ideologi, tapi sebagai sumber legitimasi yang membantu menjaga stabilitas dan kekuatan politik (Vatthana Pholsena & Ruthī Phanomyong, 2006).
3) Paradoks Pluralisme: Pengakuan di Atas Kertas, Homogenisasi dalam Praktik
Konstitusi Laos 1991 (amandemen 2003) menjamin kebebasan beragama dan mengakui multietnisitas, namun praktiknya menunjukkan homogenisasi budaya atau perbedaan-perbedaan budaya yang ada malah diratakan, ditekan, atau diarahkan supaya mirip dengan budaya dominan. Secara resmi, empat agama memang diakui, yaitu Buddha, Kristen, Islam, Baha’I, namun Buddhisme ditempatkan sebagai inti identitas nasional dan budaya Lao (Maha, 2005). Semua agama tetap dikontrol negara, tapi kelompok Kristen dapat pengawasan paling ketat, mulai dari dibatasi ibadahnya sampai ada kasus relokasi dan penahanan.
Pasal 9 juga dikatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama, tapi tafsir pemerintah beda: pasal itu dipakai sebagai alasan buat membatasi kegiatan agama atas nama “stabilitas” politik, terutama untuk kelompok minoritas (Maha, 2005). Sejak 1975, pemerintah Laos juga memilih jalan lain dibanding negara komunis lain. Mereka tidak menghapus agama, tapi justru menggabungkan Buddhisme dengan ideologi Marxis buat membangun rasa kebersamaan di tengah banyaknya kelompok etnis (Evans, 1998; Stuart-Fox & Bucknell, 1982). Beberapa ritual Buddha disesuaikan dengan program modernisasi, sementara kepercayaan lokal soal roh (phi) dianggap kuno dan mulai ditekan.
Pada 30 Juni 1976, organisasi Buddha nasional juga menegaskan bahwa ajaran moral Buddha harus selaras dengan garis Partai dan bebas dari hal-hal yang dianggap “takhayul” (Evans, 1998). Akhirnya, dalam sensus 2015, kepercayaan-kepercayaan lokal malah dimasukkan ke kategori “tidak beragama/percaya roh”, padahal jumlah penganutnya banyak. Ini membuktikan kalau negara itu sebenarnya menciptakan dominasi budaya, meskipun klaimnya sebagai negara plural (Evans, 1998).

Kesimpulan
Hubungan agama dan politik di Laos menunjukkan bahwa negara sangat mengandalkan Buddhisme sebagai bagian penting dari identitas nasional. Agama ini tidak hanya berperan dalam kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga dipakai pemerintah sebagai simbol pemersatu bangsa dan pendukung stabilitas politik. Di sisi lain, Marxisme-Leninisme tetap menjadi landasan negara, namun penerapannya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Laos, terutama setelah negara membuka diri pada 1990-an. Agama minoritas seperti Kristen dan kepercayaan lokal tetap diakui secara hukum, tetapi diawasi lebih ketat karena dianggap dapat mengganggu kesatuan nasional. Akibatnya, meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, praktiknya negara lebih menonjolkan Buddhisme sebagai inti budaya Lao. Singkatnya, Laos berusaha menjaga kekuatan politik dengan memadukan agama mayoritas dan ideologi sosialisme dalam membentuk identitas nasional
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